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LAMPIRAN II-1

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ABU DHABI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkabu Dhabi adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Persatuan Emirat Arab.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diu Abhabi adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi PeesatiEmirat Arab, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indondsibu Dhabi adalah 2,85,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai IeKansuler (3,11), Sosial
Budaya (2,94), Ekonomi (2,71) dan Politik (2,63).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab dan IndeksaRilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldiiesia di Abu Dhabi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;

2. Sekretaris I,

3. Sekretaris Il;
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4. Sekretaris I,
5. Atase Tenaga Kerja.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonégiau Dhabi terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satung Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Refnibidinesia di Abu Dhabi
paling banyak 12 (duabelas) orahkggeuali bila memenuhi ketentuan termaksud
dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-2

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ABUJA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaAbuja adalah Perwakilan

Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal@neasielalui Menteri Luar Negeri,

dengan wilayah akreditasi Republik Federal Nigem&rangkap Republik Ghana,
Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republilar@eroon, Republik Togo, Cape
Verde dan Republik Kongo.

1)

@)

Pasal 2
Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dijfldalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingesional Negara
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repulidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik FatleNigeria, merangkap
Republik Ghana, Republik Liberia, Republik Burkifaso, Republik Cameroon,
Republik Togo, Cape Verde dan Republik Kongo, deslemgan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturanngeng-undangan yang
berlaku.
Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedan di Abuja adalah 2,52,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ieBkonomi (3,45), Politik
(2,35), Konsuler (2,30), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Federal Nigeria dan Isdwakilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldidriesia di Abuja terdiri dari:
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Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
Unsur Pelaksana:

a s wbdhe

Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris 11,
Sekretaris 11,
Atase Pertahanan.

Unsur Penunjang:

1.
2.

Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonaesrbdja terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (sating Atase Pertahanan.

(1)

(@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.
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Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Begauwblik Indonesia di
Abuja paling banyak 12 (dua belas) orakgeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
Formasi dan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan
kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN II-3

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ADDIS ABABA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduduliamAddis Ababa adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Dkrasi Federasi Ethiopia
merangkap Republik Demokrasi Somalia, dan Repujlibouti.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia ddig\dAbaba adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@epublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repulilemokrasi Federasi
Ethiopia merangkap Republik Demokrasi Somalia, Bapublik Djibouti, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkkasgeraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indondisfeddis Ababa adalah 2,03,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befklitik (3,00), Ekonomi
(2,00), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,11).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Demokrasi Federasi Ethiaggan Indeks Perwakilan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), &wmuWesar Republik Indonesia di
Addis Ababa terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
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B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris lll.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pexmakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone#iddis Ababa terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik.

(1)

(@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.

(1)

(@)

Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besaublik Indonesia di
Addis Ababa paling banyak 9 (sembilan) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu

Perwakilan.
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LAMPIRAN l1-4

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ALGER

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaAlger adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah Republik Demokratik Rakyat Aljazair.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia deAbhdalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokraiakyat Aljazair, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik IndonekigAlger adalah 2,10,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befkonomi (3,00), Politik
(2,18), Sosial Budaya (1,76), dan Konsuler (1,44).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Demokratik Rakyat Aljpzdan Indeks Perwakilan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), &mulBesar Republik Indonesia di
Alger terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris Il;
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3. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonegMdgdr terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Alger paling banyak 9 (sembilan) oranfecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-5

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI AMMAN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkakmman adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal@®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Jordania Hasymerangkap Republik Palestina.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dmamadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaimonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rejgubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan dard Hasyimia merangkap
Republik Palestina, sesuai dengan Kkebijakan petabrinyang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik IndondsidAmman adalah 2,56,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Iefonomi (3,00), Sosial
Budaya (2,47), Politik (2,45), dan Konsuler (2,33).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Jordania Hasyimia daekidPerwakilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Bespuliik Indonesia di Amman terdiri
dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris Il;



51

4. Sekretaris IlI.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesfangnan terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Amman paling banyak 11 (sebelas) orakgeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-6

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ANKARA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukahnkara adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Turki.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diafan adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgasmonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Regulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Tiudesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonési@nkara adalah 2,61,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Irefilaonomi (3,00), Politik
(2,75), Konsuler (2,50), dan Sosial Budaya (2,20).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Turki dan Indeks Penaakdebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indorteghakara terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
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4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pexwakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesfnkiara terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bamaublik Indonesia di
Ankara paling banyak 11 (sebelas) orakgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-7

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ANTANANARIVO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudufienrAntananarivo adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipim oleh seorang Kuasa Usaha
Tetap, yang bertanggung jawab kepada Presiden und&nteri Luar Negeri, dengan
wilayah akreditasi Republik Madagaskar.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia ditademarivo adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repullladagaskar, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkestyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indongisfentananarivo adalah 1,98
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai lefkaonomi (2,53), Politik
(2,27), Sosial Budaya (2,13), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Madagaskar dan IndekwaR#éan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldidnesia di Antananarivo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Kuasa Usaha Tetap.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris IlI.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonegiatdnanarivo terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B&saublik Indonesia di
Antananarivo paling banyak 9 (sembilan) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-8

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 1 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ATHENA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaithena adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Yunani.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia eAda adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Regulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Yonaesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesi@thena adalah 2,57,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Irefilaonomi (3,00), Politik
(2,80), Sosial Budaya (2,47), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Yunani dan Indeks Petamalsebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortéghhena terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
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4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesftheéna terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan = memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bmaublik Indonesia di
Athena paling banyak 11 (sebelas) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-9

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BAGHDAD

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkd&aghdad adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Irak.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dhBad adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Irak, sesiengan kebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargpagad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik IndondsiBaghdad adalah 2,04,
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai lrefkonomi (3,00), Politik
(2,18), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Irak dan Indeks Perwakdabagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndarsidBaghdad terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris Ill.
C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
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2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonasiaghdad terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Baghdad paling banyak 9 (sembilan) orakegcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-10

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BANDAR SERI BEGAWAN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&andar Seri Begawan adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Brunei Daalesm.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia didBaSeri Begawan adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi BruDarussalam, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik IndondsiBandar Seri Begawan
adalah 3,09, dengan indeks masing-masing kegiathagsai berikut: Konsuler
(3,60), Politik (3,27), Ekonomi (3,27), dan So$aidaya (2,23).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Indeks Riéawaebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndandsiBandar Seri Begawan terdiri
dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
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Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,

8. Atase Pertahanan.

N ok b

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone&ardiar Seri Begawan terdiri dari
7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsulergiangelar diplomatik paling tinggi

adalah Minister Counsellor dengan kompetensi kamsserta 1 (satu) orang Atase
Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.
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Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di

(2)

Bandar Seri Begawan paling banyak 18 (delapan pelesng, kecuali bila
memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6),
Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kedyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-11

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BANGKOK

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk@angkok adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Thailand merapgkEconomic and Social
Commission for Asia and Pacific (ESCAP).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dgBak adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Thailand merangkaponomic and Social
Commission for Asia and Pacific (ESCAP), sesuaigdenkebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargagad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledtan di Bangkok adalah 3,30
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai leRlalitik (4,32), Ekonomi
(3,47), Konsuler (2,78), dan Sosial Budaya ( 2,65)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Thailand dan Indeks Réamassebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardigsangkok terdiri dari:
A. Unsur Pimpinan:

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;

2. Counsellor;
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Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,
Atase Pertahanan;
Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10.Atase Pendidikan Nasional;
11.Atase Imigrasi;
12.Atase Kejaksaan;
13.Pejabat BIN.
C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

© N OBk~

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedgaigkok terdiri dari 7 (tujuh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik sdrtésatu) orang Atase Pertahanan, 4
(empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orangoBeRIN.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bysawblik Indonesia di
Bangkok paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orakgguali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-12

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEIJING

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukadeijing adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Rakyat Cina mgkap Mongolia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indondsideijing adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@yedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyata&Cmerangkap Mongolia, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledtn di Beijing adalah 3,26
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beralitik (3,45), Sosial
Budaya (3,29), Konsuler (3,22), dan Ekonomi (3,08)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Rakyat Cina dan Indeksvd@an sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republidniesia di Beijing terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Counsellor;
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Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris Ill;

10.Atase Pertahanan;

11.Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12.Atase Imigrasi.

© N OBk~

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone®eifing terdiri dari 9 (sembilan)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (sataipg Atase Pertahanan, dan 2 (dua)
orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.
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Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bisawblik Indonesia di

(2)

Beijing paling banyak 26 (dua puluh enam) orakgeuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-13

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEIRUT

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaBeirut adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin olelosng Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Lebanon.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diuBadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgeonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Lebanoesumi dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledon di Beirut adalah 1,82
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befklitik (2,09), Ekonomi
(2,00), Konsuler (1,67), dan Sosial Budaya (1,53).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Lebanon dan Indeks Pédamagebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndargidBeirut terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone®aidut terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthknpaling tinggi adalah Sekretaris
| dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B&saublik Indonesia di
Beirut paling banyak 9 (sembilan) oraniecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-14

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEOGRAD

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkd@eograd adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin olelosng Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Uni Serbia-Montenegro.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia digBal adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaional Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Uni Serbiaridmegro, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Irdcn di Beograd adalah 2,22
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai WberiRolitik (2,60),
Ekonomi(2,34), Sosial Budaya (2,06), dan Kons(l¢88).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Uni Serbia-Montenegro dan Indekw/dkilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repulddiériesia di Beograd terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Sekretaris I,
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris I,
4. Atase Pertahanan.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonasBedgrad terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi politik serta lujsatang Atase Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Basaublik Indonesia di
Beograd paling banyak 11 (sebelas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-15

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BERLIN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaBerlin adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Federasi Jerman.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diirBadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Fede Jerman, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledcn di Berlin adalah 3,85
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Iref#laonomi (4,38), Politik
(4,00), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (3,00).

BAB Il
SUSUNAN OGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Federasi Jerman dan driglekvakilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republidriesia di Berlin terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
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Minister Counsellor;
Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

. Sekretaris l;

10. Sekretaris lI;

11. Atase Pertahanan;

12. Atase Pendidikan Nasional;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Imigrasi;

15. Atase Keuangan;
16.Pejabat BIN.

© ©® N OBk~

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pexmakil
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonéderdin terdiri dari 10 (sepuluh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi skfgatu) orang Atase Pertahanan, 4
(empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orangoBeRIN.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Basaublik Indonesia di
Berlin paling banyak 32 (tiga puluh dua) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-16

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BERN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaBern adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Konfederasi Swiss merapgteharyapatihan Lichtenstein.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dnBalalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingeional Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rdgubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi KonfederasiwisS merangkap
Keharyapatihan Lichtenstein, sesuai dengan kebhijgemerintah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik hedia di Bern adalah 2,87 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: abddudaya (4,29), Ekonomi
(3,44), Politik (2,18), dan Konsuler (1,56).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Konfederasi Swiss dan Indeks Reanasebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indorcedd&rn terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
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4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone&ard terdiri dari 4 (empat) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digittknpaling tinggi adalah Minister
Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdmaublik Indonesia di
Bern paling banyak 11 (sebelas) orarigecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-17

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BOGOTA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaBogota adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal@nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Kolombia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia djoBo adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@nedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Colombgesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledan di Bogota adalah 2,69
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Irefilaonomi (3,00), Politik
(2,77), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Kolombia dan Indeks Plifara sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republiénesia di Bogota terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
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2. Sekretaris II;
3. Sekretaris llI;
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Rlarwak
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesioglota terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Basaublik Indonesia di
Bogota paling banyak 11 (sebelas) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-18

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRASILIA DF

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedududtanBrasilia DF adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republikdfadi Brazil.

(1)

(@)

Pasal 2
Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dasiBa DF adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repulblederasi Brazil, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkisgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.
Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Irdan di Brasilia DF adalah 2,56
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Ireflaonomi (3,00), Politik
(2,75), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Federasi Brazil dan lad&wakilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldiriesia di Brasilia DF terdiri dari:

A.

Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
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3. Sekretaris II;
4. Sekretaris lll;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Plemyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonée&eadilia DF terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (sating Atase Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdmaublik Indonesia di
Brasilia DF paling banyak 12 (dua belas) orgkeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-19

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRATISLAVA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&mnatislava adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Slovakia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia datiBava adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Waldegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayaledikaisi Republik Slovakia,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapb@rmlasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Imdan di Bratislava adalah 2,14
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beffonomi (3,00), Sosial
Budaya (2,35), Politik (2,09), dan Konsuler (1,11)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Slovakia dan Indeks Helavasebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndardidBratislava terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Counsellor;
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris Il
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C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonesBradislava terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

(1)

@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dempganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.

1)

@)

Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bamaublik Indonesia di
Bratislava paling banyak 9 (sembilan) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kkebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-20

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRUSSELS

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkd@russels adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Belgia merandgkeparyapatihan Luxemburg dan
Uni Eropa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia ds&ls adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan melindungi kepentingan oradi Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rdgulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah Kerajaan Belgia merapgkKeharyapatihan
Luxemburg dan Uni Eropa, sesuai dengan kebijakanepatah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedan di Brussels adalah 3,54
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Ireflaonomi (4,65), Politik
(4,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler ( 2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Belgia dan Indeks Pelavakebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indordédaussels terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
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Minister Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 1,

. Sekretaris I,

10. Sekretaris lI;

11. Sekretaris lll;

12. Sekretaris lll;

13. Atase Pertanian;
14. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
15.Pejabat BIN;

16. Atase Keuangan.

© 0N Ok WD

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonaesBrus$sels terdiri dari 12 (dua
belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengalar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi eken®iftiga) orang Atase Teknis, dan
1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.
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Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunik2alam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bmaublik Indonesia di
Brussels paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orakgguali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-21

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUCHAREST

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&ucharest adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin olelosng Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Rumania merapdk@publik Moldova.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dichBrest adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Walgegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayaledikaisi Republik Rumania
merangkap Republik Moldova, sesuai dengan Kkebijak@mmerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagaberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedtan di Bucharest adalah 2,24
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befklitik (3,35), Ekonomi
(2,40), Politik (2,31), dan Konsuler (0,89).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Rumania dan Indeks Pdamasebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndargidBucharest terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris Il;
4. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone®Bacharest terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di
Bucharest paling banyak 11 (sebelas) ordmguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-22

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUDAPEST

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk@&@udapest adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin olelosng Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Hongaria merapgRepublik Kroasia, Bosnia-
Herzegovina dan Former Yugoslavian Republic of Macga (FYROM).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia daPast adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Hang merangkap Republik
Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Former Yugoslavikepublic of Macedonia
(FYROM), sesuai dengan kebijakan pemerintah yarigtapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Imdan di Budapest adalah 2,21
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beffonomi (3,00), Sosial
Budaya (2,56), Politik (2,27), dan Konsuler (1,00)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Hongaria dan Indeks Reélamasebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardidsudapest terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana :

1. Counsellor;

2. Sekretaris I;



90

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedsaidhpest terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdmaublik Indonesia di
Budapest paling banyak 11 (sebelas) ordeeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-23

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUENOS AIRES

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduduliarBuenos Aires adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik éxgna merangkap Republik
Uruguay dan Republik Paraguay.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia denBs Aires adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repul#irgentina merangkap
Republik Uruguay dan Republik Paraguay, sesuai alerigebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargagad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iestandi Buenos Aires adalah 2,54
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Irefilaonomi (3,00), Politik
(2,65), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Argentina dan Indeks &dlan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republitnesia di Buenos Aires terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris Il;
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3. Sekretaris IlI;
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indondsiuenos Aires terdiri dari 4
(empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdmaublik Indonesia di
Buenos Aires paling banyak 11 (sebelas) or&mgjali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-24

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI CANBERRA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&anberra adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Australia merangkap RepiManuatu.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indongis@anberra adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@yedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Australia merangiepublik Vanuatu, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik tedta di Canberra adalah 3,75
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Irer$asial Budaya (4,35),
Politik (4,27), Ekonomi (4, 17), dan Konsuler (2)2

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Australia dan Indeks Perwakildag@&mana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di €aalterdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
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Minister Counsellor;
Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

. Sekretaris lll;
10.Sekretaris lll;

11.Atase Pertahanan;
12.Atase Perindustrian dan Perdagangan,;
13.Atase Pendidikan Nasional;
14.Pejabat BIN.

© N OBk~

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesi€amhberra terdiri dari 10
(sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsulergdengelar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sdsidhya serta 1 (satu) orang Atase
Pertahanan, 2 (dua) orang Atase Teknis, dan 1)(s&tng Pejabat BIN,.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdsawblik Indonesia di
Canberra paling banyak 29 (dua puluh sembilan) gyrieecuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..

(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-25

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI CARACAS

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkabaracas adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Venezuela, Ripdiinidad & Tobago, Grenada,
St. Lucia, Dominica (Commonwealth), dan St. Vincent

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia daczs adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@nedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Venezu&apublik Trinidad & Tobago,
Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth), dan\@tcent, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkamtyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledon di Caracas adalah 2,30
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beflonomi (2,70), Politik
(2,50), Sosial Budaya (2.00), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Venezuela dan Indeks dk@am sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldidriesia di Caracas terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris II;
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3. Sekretaris lll;
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesizaxhcas terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdmaublik Indonesia di
Caracas paling banyak 11 (sebelas) ordreguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-26

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAKAR

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukabakar adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Senegal, merangRepublik Gambia, Republik
Siera Leone, Republik Mali, Republik Guinea dan i@ Guinea Bissau.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diabadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaional Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rejpubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sgle merangkap Republik
Gambia, Republik Siera Leone, Republik Mali, Repulibuinea dan Republik
Guinea Bissau, sesuai dengan kebijakan pemerirga gitetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledtn di Dakar adalah 2,37
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai efkilitik (3.00), Ekonomi
(2,90), Konsuler (2,00), dan Sosial Budaya (1,59).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Senegal dan Indeks Pdanadebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indorteddakar terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
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3. Sekretaris II;
4. Sekretaris lll.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonas@akar terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Begauwblik Indonesia di
Dakar paling banyak 11 (sebelas) oramkgeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi dan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan
kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN II-27

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAMASCUS

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&amascus adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Arab Suriah.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dim&sus adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi ReguBliab Suriah sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkastyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledomn di Damascus adalah 2,55
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Ier$asial Budaya (2,76),
Ekonomi (2,62), Politik (2,32), dan Konsuler (2,50

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Arab Suriah dan Indeksvédélan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republitnesia di Damascus terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris |;

2. Sekretaris I,

3. Sekretaris Il;
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4. Sekretaris IlI.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonefdamascus terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Damascus paling banyak 11 (sebelas) or&egyali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-28

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAR-ES SALAAM

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukamar-Es Salaam adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik sBkeran Tanzania, merangkap
Republik Rwanda, Republik Burundi, dan Republik ©oros.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di-E3a Salaam adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangle@entingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedaepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repuliiersatuan Tanzania,
merangkap Republik Rwanda, Republik Burundi, dapuRék Comorros, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan betdmasgeraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik leddn di Dar-Er Salaam adalah
2,24 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagé@ub Ekonomi (3.00),
Politik (2,45), Konsuler (2,00), dan Sosial Budgyl,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Persatuan Tanzania ddeks$nPerwakilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan BesanldRkegdndonesia di Dar-Es Salaam
terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonasi2adEs Salaam terdiri dari 3
(tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengatar diplomatik paling tinggi
adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besaublik Indonesia di
Dar-Es Salaam paling banyak 9 (sembilan) orakeguali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kkebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-29

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DEN HAAG

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk@®en Haag adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Belanda.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia din Ddaag adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Jd&aNegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayahajean Belanda, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedan di Den Haag adalah 4,13
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befilitik (4,50), Ekonomi
(4,44), Sosial Budaya (4,06), dan Konsuler (3,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Belanda dan Indeks Peawadebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indorceddeen Haag terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
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Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

. Sekretaris l;

10. Sekretaris llI;

11. Atase Pertahanan;

12. Atase Imigrasi;

13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Pendidikan Nasional;
15. Atase Perhubungan.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonesiBed Haag terdiri dari 10
(sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsulergdengelar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi polgerta 1 (satu) orang Atase
Pertahanan dan 4 (empat) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Begablik Indonesia di Den
Haag paling banyak 30 (tiga puluh) orangpcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-30

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DHAKA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukabhaka adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Rakyat Banglaaesrangkap Kerajaan Nepal.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik IndondsiBhaka adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyat gladesh merangkap Kerajaan
Nepal, sesuai dengan kebijakan pemerintah yantadiken berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik hedta di Dhaka adalah 2,26
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai breflkonomi (2,74), Politik
(2,50), Sosial Budaya (1,94), dan Konsuler (1,88).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Rakyat Bangladesh daekindPerwakilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan BesardfRkpndonesia di Dhaka terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I,
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris I,
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4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonasidhdka terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Dhaka paling banyak 11 (sebelas) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-31

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DILI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukabili adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Demokratik Tirheste.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesi®ili adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@yedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokraliknor Leste, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik lredendi Dili adalah 2,76 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:tiPqIB,36), Konsuler (3,00),
Sosial Budaya (2,70), dan Ekonomi (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste bi@leks Perwakilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan BesardfRkpndonesia di Dili terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
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Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,
7. Atase Imigrasi.

o g bk

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonediiderdiri dari 6 (enam) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satahg Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Begablik Indonesia di Dili
paling banyak 15 (lima belas) orarkgcuali bila memenuhi ketentuan termaksud
dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-32

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DOHA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaBboha adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Qatar.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diadDadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Qatar sesuai deriganjakan pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undyagaberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedeandi Doha adalah 2,58 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: #leng3,22), Sosial Budaya
(2,47), Ekonomi (2,36), dan Politik (2,27).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Qatar dan Indeks Perwakilan sebaga tersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dohditiedari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris ll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedieluia terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendahkan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Doha paling banyak 9 (sembilan) orargecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-33

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HANOI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaHanoi adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Sosialis Vietnam

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indondsielanoi adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@yedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sosialistdam, sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

((2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik heda di Hanoi adalah 2,12
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai breflkonomi (2,66), Politik
(2,54), Sosial Budaya (2,17), dan Konsuler (1,11).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Sosialis Vietham dan KedPerwakilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan BesardfRkpndonesia di Hanoi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris |;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris lll;
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4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesiambi terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthnpaling tinggi adalah Sekretaris
| dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) oraageAPertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bysaublik Indonesia di
Hanoi paling banyak 11 (sebelas) orarkgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.



115

LAMPIRAN II-34

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

EDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HARARE

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukadarare adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,

dengan wilayah akreditasi Republik Zimbabwe, mekapgRepublik Mozambique,

Republik Zambia, dan Republik Malawi.

(1)

(@)

Pasal 2
Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia datdaadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@jedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Zimbabweaerangkap Republik
Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malavasigi dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.
Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledtn di Harare adalah 1,99
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai e&#konomi (3.00), Politik
(2,50), Sosial Budaya (1,47), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Zimbabwe dan Indeks Rdlama sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republiéniesia di Harare terdiri dari:

A.

Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
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2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris lll.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesiardre terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Beeaublik Indonesia di
Harare paling banyak 9 (sembilan) oramgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kkebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-35

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HAVANA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduduakatavana adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleltosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kuba merangkap Persema@tmBahama, dan Republik
Jamaika.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diaHa adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Kuba merangkap éteekmuran Bahama, dan
Republik Jamaika, sesuai dengan kebijakan pemRringang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledtan di Havana adalah 1,85
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befilitik (3.00), Ekonomi
(2,00), Sosial Budaya (1,53), dan Konsuler (Q,88)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kuba dan Indeks Perwakilan seiagai tersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havardirtelari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
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3. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indoneslavcana terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bamaublik Indonesia di
Havana paling banyak 9 (sembilan) orakgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-36

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HELSINKI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkatelsinki adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Finlandia mekapgRepublik Estonia

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia ¢Birte adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik ERimdia merangkap Republik
Estonia, sesuai dengan kebijakan pemerintah ydatapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedoan di Helsinki adalah 2,84
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai breflkonomi (3.87), Politik
(3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Finlandia dan Indeks Bldlan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indordidikelsinki terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indoneaskelsinki terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di
Helsinki paling banyak 9 (sembilan) oranggcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-37

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ISLAMABAD

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk#siamabad adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Islam Pakistan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesdia Islamabad adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repulidlam Pakistan, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik hedta di Islamabad adalah 2,79
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai brefkonomi (3.35), Politik
(3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler ( 2,33)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Islam Pakistan dan In@eks/akilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republitnesia di Islamabad terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
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4. Sekretaris II;
5. Sekretaris lll;
6. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedslagnabad terdiri dari 5 (lima)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (sating Atase Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Islamabad paling banyak 14 (empat belas) orkeayali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-38

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KABUL

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukalkabul adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Afghanistan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indondsidabul adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@yedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Afghanistan, seslengan kebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundaragpgad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik hedta di Kabul adalah 1,75
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai efkilitik (3,00), Ekonomi
(2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler ( 1,00)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Afghanistan dan Indeks Perwakigdnagaimana tersebut dalam Pasal
2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia didkéerdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indones{alull terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendahkan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Kabul paling banyak 9 (sembilan) orankecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-39

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KAIRO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudwukaKairo adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Arab Mesir.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diokadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Arab Mesiesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Irdtandi Kairo adalah 3,31 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: abddudaya (4,06), Politik
(3,23), Konsuler (3,11), dan Ekonomi( 3,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Arab Mesir dan IndeksvRldtan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldidresia di Kairo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
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Counsellor;

Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Atase Pertahanan;

Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10.Atase Pendidikan Nasional;

11.Atase Imigrasi.

© N OBk~

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indoneé$iaich terdiri dari 7 (tujuh) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digittknpaling tinggi adalah Minsiter
Counsellor dengan kompetensi sosial budaya sgdatd) orang Atase Pertahanan dan 3
(tiga) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.



(1)

(2)
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Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Beesaublik Indonesia di
Kairo paling banyak 23 (dua puluh tiga) orakgeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-40

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KHARTOUM

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk#&artoum adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada PresiégdsalumMenteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Sudan merangiequblik Eritrea.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diartm adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi RepulBudan merangkap
Republik Eritrea, sesuai dengan kebijakan pemdriptang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Ied$tn di Khartoum adalah 2,29
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Iergasial Budaya (2,94),
Politik (2,45), Ekonomi (2,43), dan Konsuler (4).3

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Sudan dan Indeks Pemvakiébagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardigihartoum terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris |;

2. Sekretaris I,

3. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedihartoum terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi sosial budaya.

(1)

@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.

(1)

(2)

Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Beaublik Indonesia di
Khartoum paling banyak 9 (sembilan) orakegcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-41

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KOLOMBO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk#wolombo adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Sosi8lilanka merangkap Republik
Maladewa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diloidbo adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkpentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repulibemokrasi Sosialis
Srilanka merangkap Republik Maladewa, sesuai derkgdomjakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargagad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedtn di Kolombo adalah 2,38
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai lieBEkonomi (2,80), Sosial
Budaya (2,47), Politik (2,27), dan Konsuler (2,00)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Demokrasi Sosialis Sdardan Indeks Perwakilan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), &mulBesar Republik Indonesia di
Kolombo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
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2. Sekretaris II;
3. Sekretaris llI;
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedfaldmbo terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besjawblik Indonesia di
Kolombo paling banyak 11 (sebelas) orahkggeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar
Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-42

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KOPENHAGEN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudud#anKopenhagen adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan rbetk merangkap Republik
Lithuania.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dipekbagen adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandglegentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Waldegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayahajé@n Denmark merangkap
Republik Lithuania, sesuai dengan kebijakan pertetinyang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Irstandi Kopenhagen adalah 2,81
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befilitik (3.50), Ekonomi
(3.25), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,50)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Denmark dan Indeks Paawaebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortés{@mpenhagen terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
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3. Sekretaris Il;
4. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone{amgkenhagen terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik daisdtu) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bespublik Indonesia di
Kopenhagen paling banyak 11 (sebelas) or&egjali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar
Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-43

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KUALA LUMPUR

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukarKuala Lumpur adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Malaysia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik IndonadiiaKuala Lumpur adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Malaysiesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik tedta di Kuala Lumpur adalah
4,11 dengan indeks masing-masing kegiatan sebag#ub Konsuler (5,00),
Politik (4,18), Sosial Budaya (3,70), dan Ekono&)68).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Malaysia dan Indeks Perwakilaagseimana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ewalmpur terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
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Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris Ill;

10.Atase Pertahanan;
11.Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12.Atase Pendidikan Nasional;
13.Atase Tenaga Kerja;
14.Atase Imigrasi;

15.Atase Perhubungan;
16.Pejabat BIN.

© N OBk~

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indoneskudla Lumpur terdiri dari 9
(sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsulergde gelar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi kamsserta 1 (satu) orang Atase
Pertahanan, 5 (lima) orang Atase Teknis, dan L saang Pejabat BIN.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Kuala Lumpur paling banyak 32 (tiga puluh dua) gratecuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN l11-44

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KUWAIT CITY

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudueterKuwait City adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kuwait mgkap Kerajaan Bahrain.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dwau City adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kuweierangkap Kerajaan
Bahrain, sesuai dengan kebijakan pemerintah vyarigtagkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedendi Kuwait City adalah 2,86
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai bekikasuler (3.50), Ekonomi
(3,08), Sosial Budaya (2,50), dan Politik (2,36)

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kuwait dan Indeks Perwakilan ssbema tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di &uwity terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;

2. Counsellor;

3. Sekretaris I,
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4. Sekretaris llI;
5. Atase Tenaga Kerja.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesidudait City terdiri dari 4
(empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi kemsidn 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Kuwait City paling banyak 12 (dua belas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-45

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KYIV

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaKyiv adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal@nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Ukraina merangkap GeatgmaRepublik Armenia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dv kKaglalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgasmonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rdgulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Ukraina megkap Georgia dan Republik
Armenia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yargtagkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Irsgtandi Kyiv adalah 2,70 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: &kon3.50), Politik (3,00),
Sosial Budaya (2,29), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Ukraina dan Indeks Perwakilangseimana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia dvKgrdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
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3. Sekretaris II;
4. Sekretaris IlI;
5. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indones{yid terdiri dari 5 (lima) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar dipgittknpaling tinggi adalah Minister
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di
Kyiv paling banyak 12 (dua belas) orankgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.



141

LAMPIRAN II-46

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LIMA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudwukahima adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Peru merangkap BoliviaRepublik Ekuador.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diaLadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@yedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Peru merangkap vBoldan Republik Ekuador,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapb@rmlasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedtandi Lima adalah 2,41 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:tiPqR,75), Ekonomi (2,50),
Sosial Budaya (2,41), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Peru dan Indeks Perwakilan sebagaitersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Limaitedari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:

1. Sekretaris I;

2. Sekretaris Il;

3. Sekretaris II;
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4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Rlarwyak
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesiana terdiri dari 4 (empat) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthnpaling tinggi adalah Sekretaris
| dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdmaublik Indonesia di
Lima paling banyak 11 (sebelas) orarkgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN l11-47

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LISABON

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkdnsabon adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Portugal.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia sikthon adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Bgdl, sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedtan di Lisabon adalah 2,45
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Iergasial Budaya (3,23),
Ekonomi (3,10), Politik (2,50), dan Konsuler )0

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Portugal dan Indeks Ralamasebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortidissabon terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris II;
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4. Sekretaris IlI.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pewakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedigsabon terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bumaublik Indonesia di
Lisabon paling banyak 11 (sebelas) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-48

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LONDON

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduduakdrmondon adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Inggris merapgkaepublik Irlandia dan
International Maritime Organization (IMO).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia didba adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rdgulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan hggnerangkap Republik
Irlandia dan International Maritime OrganizatioM(), sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledtn di London adalah 4,00
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai efkilitik (4.50), Ekonomi
(4,50), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (3,20).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Inggris dan Indeks Pdéamakebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indorddiandon terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
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B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Counsellor;

Sekretaris |,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1;
Sekretaris 1;
Sekretaris I,
. Sekretaris lll;
. Sekretaris IlI;
. Atase Pertahanan;
. Atase Perhubungan;
. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
15. Atase Pendidikan Nasional.
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C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pewakil
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonediardion terdiri dari 11 (sebelas)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah

Minister Counsellor dengan kompetensi politik d&oreemi serta 1 (satu) orang Atase
Pertahanan dan 3 (tiga) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.
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Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdmaublik Indonesia di
London paling banyak 30 (tiga puluh) orarkgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-49

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MADRID

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukadviadrid adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Spanyol.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dirddaadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan §pgnsesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledon di Madrid adalah 2,88
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beflkonomi (4,28), Politik
(3,18), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (1,78).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Spanyol dan Indeks Paanadebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortdvéadrid terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
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Sekretaris I,
Sekretaris 11,
Sekretaris I,
7. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

o a bk

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Plamyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonesMadrid terdiri dari 6 (enam)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi désafu) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di
Madrid paling banyak 15 (lima belas) orarkgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-50

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK 06/A/OT/VI1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MANILA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukavanila adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Philipina, nngieap Republik Marshall Islands.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diildaadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negasakian Republik Indonesia,
melindungi Warga Negara Republik Indonesia, danaBadukum Indonesia di
wilayah akreditasi Republik Philippina, merangkappRblik Marshall Islands,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetaphamasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedan di Manila adalah 3,48
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beRilitik (4,00), Konsuler
(3,65), Ekonomi (3,50), dan Sosial Budaya (2,78).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Philippina dan IndekswBkitan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldidriesia di Manila terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
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Minister Counsellor;

Minister Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Atase Pertahanan;

Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;

11. Pejabat BIN.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndondsMadila terdiri dari 7 (tujuh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik sdrtésatu) orang Atase Pertahanan, 2
(dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pefiba

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.
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Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan BEsaublik Indonesia di

(2)

Manila paling banyak 23 (dua puluh tiga) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-51

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MEXICO CITY

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedududtearMexico City adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republikgfadi Mexico merangkap Republik
Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nicaraglaa, Republik Guatemala

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dixidde City adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangle@entingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repubkederasi Mexico
merangkap Republik Honduras, Republik Costa RicapuRlik Nicaragua dan
Republik Guatemala, sesuai dengan kebijakan petabriryang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Irdaandi Mexico City adalah 2,88
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai breflkonomi (4,00), Politik
(3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Federasi Mexico dan kdBkrwakilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan BesauldlRkpindonesia di Mexico City
terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
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2. Sekretaris I,

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris Il;
5. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Plamyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonésitexico City terdiri dari 5 (lima)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellodengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Beaublik Indonesia di
Mexico City paling banyak 12 (dua belas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-52

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MOSKOW

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkanioskow adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Federasi Rusia meranBlegublik Belarus.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik IndondsMoskow adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Regulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Federasi Rusierangkap Republik
Belarus, sesuai dengan kebijakan pemerintah ydatapgkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Imddn di Moskow 3,50 adalah
2,70 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagakub Politik (5,00),
Ekonomi (4,00), Sosial Budaya (3,00), dan Kons(2¢p0).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Federasi Rusia dan Indeks Peamadeébagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardidiloskow terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
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Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 1,

. Sekretaris l;

10. Sekretaris lI;

11. Sekretaris llI;

12. Atase Pertahanan;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

© ©® N OBk~

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesoskow terdiri dari 11 (sebelas)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik sdri@atu) orang Atase Pertahanan dan
1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Moskow paling banyak 27 (dua puluh tujuh) oramkgcuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-53

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI NAIROBI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkadwairobi adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Kenya, merangRapublik Seychelles, Republik
Uganda, Republik Mauritius, United Nations Enviramh Programme (UNEP), dan
United Nations Center for Human Settlements (UNCHS)

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dioNaadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaional Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@jedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Kenya, amgkap Republik Seychelles,
Republik Uganda, Republik Mauritius, United NatioBavironment Programme
(UNEP), dan United Nations Center for Human Settlets (UNCHS), sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasgeraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledon di Nairobi adalah 2,80
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befilitik (3.50), Ekonomi
(3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,20).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Kenya dan Indeks Peramlsebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndargidNairobi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
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B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,

5. Sekretaris lll.

P wn

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonasMantobi terdiri dari 5 (lima)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Beegaublik Indonesia di
Nairobi paling banyak 12 (dua belas) orakgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
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(2) Formasi dan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan
kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-54

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI NEW DELHI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkalew Delhi adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik India.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonedia New Delhi adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Repubiidia, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik tesdta di New Delhi adalah 2,85
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beflkonomi (3.50), Politik
(3,04), Sosial Budaya (2,53), dan Konsuler (2,34).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik India dan Indeks Peramkfebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indorcégieew Delhi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I,
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Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Atase Pertahanan;

Atase Perindustrian dan Perdagangan;
. Atase Imigrasi;

10. Pejabat BIN.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indoned\ew Delhi terdiri dari 6 (enam)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi skfatu) orang Atase Pertahanan, 2
(dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Peiiba

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Begaiblik Indonesia di New
Delhi paling banyak 20 (dua puluh) orangcuali bila memenuhi ketentuan
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termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..

(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-55

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI OSLO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduduka@®slo adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Norwegia merapdkepublik Islandia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia do @dalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Regulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Negi® merangkap Republik
Islandia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yangtagkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledtandi Oslo adalah 2,72 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: &kor(3,54), Sosial Budaya
(3,23), Politik (3,00), dan Konsuler (1,11).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Norwegia dan Indeks Rédamssebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortésslo terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I.
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C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesizsio terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digittknpaling tinggi adalah Minister
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

(1)

@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.

(1)

(2)

Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Begaiblik Indonesia di Oslo
paling banyak 9 (sembilan) orankgcuali bila memenuhi ketentuan termaksud
dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kedyutu

Perwakilan.
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LAMPIRAN II-56

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI OTTAWA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukadttawa adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kanada.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia thv@t adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Kanada, sesuai derikgbijakan pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagaberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik leden di Ottawa adalah 3,58
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ef#konomi (4,30), Politik
(4,00), Sosial Budaya (3,50), dan Konsuler (2,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kanada dan Indeks Perwakilan agbaga tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia divzteerdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
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. Sekretaris Il

. Sekretaris Il;

. Sekretaris I,

. Sekretaris lll;

. Atase Perhubungan

. Atase Perindustrian dan Perdagangan.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indoneasfattdwa terdiri dari 7 (tujuh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellodengan kompetensi ekonomi serta 2 (dua) orang Atakeis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaian dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Beaublik Indonesia di
Ottawa paling banyak 20 (dua puluh) orakgeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
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(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN I11-57

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PARAMARIBO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkBaramaribo adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosng Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Suriname merangkap Guyana

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia drarRaribo adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Surieanerangkap Guyana, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iredtndi Paramaribo adalah 2,42
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Iefalitik (2,73), Sosial
Budaya (2,59), Ekonomi (2,35), dan Konsuler (2,00

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Suriname dan Indeks Perwakilaagaghana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesiaagiamaribo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris IlI;
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4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone&tardmaribo terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bamaublik Indonesia di
Paramaribo paling banyak 11 (sebelas) or&eguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-58

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PARIS

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaRaris adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Perancis merapdRrincipaute de Monacco dan
Andorra.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dis Radalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik era merangkap Principaute
de Monaco dan Andorra, sesuai dengan kebijakan netade yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedtandi Paris adalah 3,69 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: &kon4,50), Politik (4,29),
Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Perancis dan Indeks Réawssebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortedtaris terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Duta Besar Rl untuk UNESCO;
3. Wakil Kepala Perwakilan.
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B. Unsur Pelaksana :

1. Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

10. Atase Pertahanan;

11. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12. Atase Pendidikan Nasional.

© O N Ok WD

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pewakil
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pewakil
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedrards terdiri dari 9 (sembilan)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi sér{aatu) orang Atase Pertahanan
dan 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di
Paris paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-59

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PHNOM PENH

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudu#iarPhnom Penh adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Kaja

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dhoRh Penh adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingasianal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Kajap sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkastyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iestandi Phnom Penh adalah 2,62
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beRilitik (3,36), Ekonomi
(2,94), Sosial Budaya (2,64), dan Konsuler (1,56).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Kamboja dan Indeks Pdamnadebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardigd?hnom Penh terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
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3. Sekretaris I;
4. Sekretaris Il;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedsi@dhdom Penh terdiri dari 4
(empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalah Counsellor dengan kompetensi politik sef&afu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Basaublik Indonesia di
Phnom Penh paling banyak 12 (dua belas) oresagiali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-60

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PORT MORESBY

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduduttiarPort Moresby adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Papua Nugierangkap Republik Solomon
Islands.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dit Rdoresby adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi kipgan nasional Negara
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Papua Nugmerangkap Republik
Solomon Islands, sesuai dengan kebijakan pemenatat) ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik leddn di Port Moresby adalah
2,73 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagaub Politik (3.70), Sosial
Budaya (3,45), Ekonomi (2,00), dan Konsuler (1,78).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Papua Nugini dan Indeks Perwas@hagaimana tersebut dalam Pasal
2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moresby terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
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Counsellor;

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Atase Pertahanan;

6. Atase Pendidikan Nasional.

o~ wbd

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndondasRRod Moresby terdiri dari 4
(empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi polgerta 1 (satu) orang Atase
Pertahanan dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Begaublik Indonesia di Port
Moresby paling banyak 14 (empat belas) or&aguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini..
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(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-61

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PRAHA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaRraha adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Ceko.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dh#radalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Cekesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik lIrdeandi Praha adalah 2,32 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: &kon3,00), Politik (2,70),
Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (1,33).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Ceko dan Indeks Perwals&bagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndardidPraha terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
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4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pexwakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndondasRraha terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B¥saublik Indonesia di
Praha paling banyak 11 (sebelas) orakgeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-62

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PRETORIA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkdfretoria adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Afrika Selatapramgkap Kerajaan Lesotho dan
Kerajaan Swaziland.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia eliofa adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@jedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Afrika &aih merangkap Kerajaan
Lesotho dan Kerajaan Swaziland, sesuai dengan akeloij pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagagberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedan di Pretoria adalah 2,94
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befilitik (3,50), Ekonomi
(3,14), Sosial Budaya (2,59), dan Konsuler (2,55).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Afrika Selatan dan Indedwakilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Repuldidriesia di Pretoria terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
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3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;

5. Sekretaris Il;

6. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:

1.
2.

Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonasRredoria terdiri dari 5 (lima)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik sdr{@atu) orang Atase Pertahanan.

(1)

@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5

Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang

menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.

Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.

(1)

(@)

Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B&saublik Indonesia di
Pretoria paling banyak 14 (empat belas) ordeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-63

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PYONGYANG

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkByongyang adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Demokratik Rak{@rea.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dobnByang adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingasianal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Dénatik Rakyat Korea, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkkasgeraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Irdan di Pyongyang adalah 1,39
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai breflkonomi (2,22), Politik
(1,32), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Demokratik Rakyat Korean dindeks Perwakilan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), KedBasar Republik Indonesia di
Pyongyang terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris Il;
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2. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedtyahgyang terdiri dari 2 (dua)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris 1l dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Pyongyang paling banyak 8 (delapan) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-64

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RABAT

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaRabat adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Maroko.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diaRadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Maroko usesdengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Ieden di Rabat adalah 2,16
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai breflkonomi (3,00), Politik
(2,36), Sosial Budaya (1,94), dan Konsuler (1,34).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Maroko dan Indeks Pelavakebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardidrabat terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris lll.



186

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedtaloht terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar di@itthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B&saublik Indonesia di
Rabat paling banyak 9 (sembilan) orarigcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-65

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RIYADH

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaRiyadh adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabiaamgkap Kesultanan Oman.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia gadti adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Aaalmerangkap Kesultanan
Oman sesuai dengan kebijakan pemerintah yang pkismtaberdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik leden di Riyadh adalah 3,14
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai bekikasuler (4,00), Ekonomi
(3,53), Politik (2,91), dan Sosial Budaya (2,12).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia dan Indekwdkilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republitnesia di Riyadh terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
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Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Atase Pertahanan;

Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10.Atase Pendidikan Nasional;
11.Atase Tenaga Kerja;
12.Atase Imigrasi;

13.Pejabat BIN.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonasRiyadh terdiri dari 7 (tujuh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi konsuleraskffsatu) orang Atase Pertahanan, 4
(empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orangoBeRiIN.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.
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Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Beesaublik Indonesia di
Riyadh paling banyak 26 (dua puluh enam) orakesuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-66

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ROMA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudwkaRoma adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Italia merangkapublik Malta, Republik Cyprus,
Food and Agriculture Organization (FAO) dan Intéim@al Fund for Agricultural
Development (IFAD).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dn&kadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan melindungi kepentingan oredi Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rdgulnldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republikitaherangkap Republik Malta,
Republik Cyprus, Food and Agriculture OrganizatibAO) dan International Fund
for Agricultural Development (IFAD), sesuai dengebijakan pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagaberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik leden di Roma adalah 3,49
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai efklitik (4,00), Ekonomi
(3,98), Sosial Budaya (3,50), dan Konsuler (2,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Italia dan Indeks Penamksebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indordgtema terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
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B. Unsur Pelaksana :

1.

9.
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Minister Counsellor;

Minister Counsellor;

Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1ll;

Atase Pertanian;

Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:

1.
2.

Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pewakil
Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonéestama terdiri dari 7 (tujuh) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digittknpaling tinggi adalah Minister
Counsellor dengan kompetensi politik dan 2 (duahgrAtase Teknis.

1)

(2)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5

Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.

Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitigngan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.
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Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di

(2)

Roma paling banyak 20 (dua puluh) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-67

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SANA'A

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduduka®ana’a adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleltosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Yaman.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia daBaadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Yaman sesdengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedtn di Sana’a adalah 2,37
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beflkonomi (3,01), Politik
(2,77), Konsuler (2,11) dan Sosial Budaya (1,59).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Yaman dan Indeks Peraralsébagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortessana’a terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndoneSarth’a terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digittkn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B&saublik Indonesia di
Sana’a paling banyak 9 (sembilan) oramkggcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-68

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SANTIAGO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&uantiago adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Chile.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dii&go adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Chile,us@slengan kebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargpgad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedan di Santiago adalah 2,49
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai e&#konomi (3,00), Politik
(2,75), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Chile dan Indeks Peramkdebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indargissantiago terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris I,
4. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonestamtiago terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di
Santiago paling banyak 11 (sebelas) orakgpuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-69

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SEOUL

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaSeoul adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Korea.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dulSadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indanedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Korea, usés dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledan di Seoul adalah 3,45
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beEkanomi (4,43), Konsuler
(3,23), Sosial Budaya (3,12), dan Politik (3,04).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Korea dan Indeks Peramalsebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indordéss@oul terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
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Counsellor;

Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Atase Pertahanan;

9. Atase Perindustrian dan Perdagangan.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndonéSeaall terdiri dari 7 (tujuh) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar dipgittknpaling tinggi adalah Minister
Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (safa)g Atase Pertahanan dan 1
(satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Seoul paling banyak 20 (dua puluh) orakgcuali bila memenuhi ketentuan
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termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-70

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SINGAPURA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&mngapura adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Singapura.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonedia Singapura adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi RepuBlingapura, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik hedta di Singapura adalah 3,74
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai bekikasuler (4,77), Ekonomi
(3,51), Politik (3,50), dan Sosial Budaya (3,20).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Singapura dan Indeks dkilem sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republitnesia di Singapura terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
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Minister Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,

Atase Pertahanan;
10. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
11. Atase Imigrasi;

12. Atase Perhubungan;
13. Atase Keuangan;
14. Pejabat BIN.

© ©® N OB~

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndoneSlangapura terdiri dari 8 (delapan)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi konsuleaskifsatu) orang Atase Pertahanan, 4
(empat) orang Atase Teknis dan 1 (satu) orang Bepzii\.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Singapura paling banyak 29 (dua puluh sembilanhgyriaecuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-71

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SOFIA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaBofia adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleltosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Bulgaria merapgRepublik Albania.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diaSmlalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Regulnldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Barig merangkap Republik
Albania, sesuai dengan kebijakan pemerintah yantgtagikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedeandi Sofia adalah 2,27 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: &kwor(3,00), Sosial Budaya
(2,82), Politik (2,27), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Bulgaria dan Indeks Pealavasebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardistofia terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Counsellor;
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris Il
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C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonessafeh terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Sofia paling banyak 9 (sembilan) orankgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-72

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI STOCKHOLM

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&bockholm adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Kerajaan Swedia merangequblik Latvia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dockbiblm adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Jd&aNegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayaledikasi Kerajaan Swedia
merangkap Republik Latvia, sesuai dengan kebijgenerintah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Imdandi Stockholm adalah 2,92
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beRilitik (3,75), Ekonomi
(3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,44).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kerajaan Swedia dan Indeks Pdamagebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indordéssaockholm terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I.
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C. Unsur Penunjang :

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesttodkholm terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik.

(1)

(@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.

(1)

(2)

Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Basaublik Indonesia di
Stockholm paling banyak 9 (sembilan) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kedyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-73

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SUVA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukaBuva adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Fiji.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonési&uva adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Fiji, seisdengan kebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundaragpgad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik hadoa di Suva adalah 1,75 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:tildl,00), Ekonomi (2,00),
Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Fiji dan Indeks Perwalksi@bagaimana tersebut dalam Pasal
2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia @aSerdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris II;
3. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonestanh terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendahkan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B&saublik Indonesia di
Suva paling banyak 9 (sembilan) orangcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN I11-74

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TASHKENT

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkdrashkent adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada PresiégdsalumMenteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Uzbekistan mgkap Republik Kyrgystan,
Republik Tajikistan dan Republik Kazakhstan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indondisieashkent adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Uzbekistamerangkap Republik
Kyrgystan, Republik Tajikistan dan Republik Kazaidms sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik tedta di Tashkent adalah 2,58
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai efkilitik (3,08), Ekonomi
(3,00), Sosial Budaya (2,75), dan Konsuler (1,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Uzbekistan dan Indeksvdian sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republidnesia di Tashkent terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
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2. Counsellor;
3. Sekretaris Il;
4. Sekretaris Il.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonésiaghkent terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Tashkent paling banyak 11 (sebelas) oraaspuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-75

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TEHRAN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukahehran adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, dengan wilayah akreditasi Repuslém Iran merangkap Republik
Azerbaijan dan Republik Turkmenistan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia tirdre adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaimonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Rdpulidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik isldéran merangkap Republik
Azerbaijan dan Republik Turkmenistan, sesuai derkgdnijakan pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagaberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledan di Tehran adalah 2,58
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beRilitik (3,08), Ekonomi
(3,00), Sosial Budaya (2,75), dan Konsuler (1,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Islam Iran dan IndeksvB®dlan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republignesia di Tehran terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris I,
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4. Sekretaris lll;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesigelitan terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satanhg Atase Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Tehran paling banyak 12 (dua belas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-76

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TOKYO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukahokyo adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Jepang merangkap Feddrasinesia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia #iydadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indapedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Jepang merangkagefasi Micronesia, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik leden di Tokyo adalah 3,92
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai lei#onomi (4,56), Sosial
Budaya (4,00), Konsuler (3,66), dan Politik (3,45

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Jepang dan Indeks Perwakilan aiefewa tersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyditedari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
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Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
. Sekretaris I,

10. Sekretaris ll;

1

1. Sekretaris lll;

12. Atase Pertahanan;

13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Pendidikan Nasional,

15. Atase Imigrasi;

1
1

6. Atase Kehutanan;
7. Atase Pertanian;

18. Atase Keuangan;

1

9. Atase Perhubungan.

C. Unsur Penunjang:

1
2
3

. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesiald/o terdiri dari 11 (sebelas)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellodengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orangeMRastahanan
dan 7 (tujuh) orang Atase Teknis.

1)

@)

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan B&saublik Indonesia di
Tokyo paling banyak 36 (tiga puluh enam) orakgcuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-77

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TRIPOLI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukafripoli adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleltosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Jamahiriyah A®akialis Raya Libya.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indondsi@ripoli adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@jedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Jamahhiy&rab Sosialis Raya Libya
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapb@rlasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik hedta di Tripoli adalah 1,75
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befilitik (3,00), Ekonomi
(2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Jamahiriyah Arab SodRdiga Libya dan Indeks Perwakilan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), KedWBasar Republik Indonesia di
Tripoli terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;

2. Sekretaris Il;
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3. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik IndoneSiapbli terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ijang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Tripoli paling banyak 9 (sembilan) orangecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-78

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TUNIS

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukahunis adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Tunisia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diisTadalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgemonal Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Republik Tunisiasis# dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedeandi Tunis adalah 2,16 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: &kon3,00), Politik (2,77),
Sosial Budaya (1,88), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Tunisia dan Indeks Pedlavakebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indord@sianis terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris lll.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesiards terdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendahkan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Tunis paling banyak 9 (sembilan) orankgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini..
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Kebyutu
Perwakilan.



220

LAMPIRAN II-79

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI VATICAN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukavatican adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Tahta Suci Vatican.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dicsia adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgamonal Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Regulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Tahta Sucitidén, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledcn di Vatican adalah 1,52
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Iergasial Budaya (2,82),
Politik (1,95), Konsuler (1,22), dan Ekonomi (0,09

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Tahta Suci Vatican dan Indeks d&@am sebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indortisfatican terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris Ill.
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C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indone$atatan terdiri dari 2 (dua) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthknpaling tinggi adalah Sekretaris
| dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Basaublik Indonesia di
Vatican paling banyak 8 (delapan) orarggcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi dan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan
kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-80

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI VIENTIANE

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddka&fientiane adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Rakyas.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia denwane adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republemokrasi Rakyat Laos,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetaphamasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedoan di Vientiane adalah 1,66
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beRilitik (2,95), Ekonomi
(1,74), Sosial Budaya (1,05), dan Konsuler (0,89).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Demokrasi Rakyat Laosludeks Perwakilan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besantflkgndonesia di Vientiane terdiri
dari:
A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris IlI;
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3. Sekretaris Ill;
4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesidedtiane terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris Hengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang@Rertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Vientiane paling banyak 11 (sebelas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketyutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN II-81

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WARSAWA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&Marsawa adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Polandia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dis#ea adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaional Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Repubidonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Pdia, sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik ledomn di Warsawa adalah 2,08
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai be&#konomi (3,50), Politik
(3,00), Sosial Budaya (2,82), dan Konsuler (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Polandia dan Indeks Réamasebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardisivarsawa terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
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3. Sekretaris II;
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonedidadsawa terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Penurgabggaimana dimaksud dalam
pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan péab Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bsaublik Indonesia di
Warsawa paling banyak 11 (sebelas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasidan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-82

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WASHINGTON DC

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukalkvashington DC adalah
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimoleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawadd&ePresiden melalui Menteri
Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Amerika ISsri

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dishiigton DC adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandglegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Amertkerikat, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Imdan di Washington DC adalah
4,50 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagakub Politik (5,00),
Ekonomi (5,00), Sosial Budaya (4,00), dan Kons(#¢p0).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Amerika Serikat dan Indeks Pefaraldebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndargisiVashington DC terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
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3. Counsellor;

4. Counsellor;

5. Sekretaris I;

6. Sekretaris I,

7. Sekretaris I,

8. Sekretaris II;

9. Sekretaris ll;

10. Sekretaris I,

11. Sekretaris llI;

12. Sekretaris lll;

13. Atase Pertahanan;

14. Atase Perhubungan;

15. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
16. Atase Pendidikan Nasional,
17. Atase Pertanian.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesfdaghington DC terdiri dari 12
(dua belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuteigdn gelar diplomatik paling tinggi
adalahMinister Counsellodengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 jsatang
Atase Pertahanan, dan 4 (empat) orang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahanggan
Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunik2aiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Washington DC paling banyak 35 (tiga puluh limaray, kecuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasdan penugasan Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan Ketutu
Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-83

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WELLINGTON

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk#vellington adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin olelosng Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Selandia Baru merangkapo@ Barat dan Kerajaan Tonga.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonedia Wellington adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuandlegentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi SelarBaru merangkap Samoa
Barat dan Kerajaan Tonga, sesuai dengan kebijakareqntah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik teda di Wellington adalah 2,85
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ber$asial Budaya (3,47),
Politik (3,32), Ekonomi (2,63), dan Konsuler @)0

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Selandia Baru dan Indeks Perwakiddpagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indorddiéellington terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
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Sekretaris I,
Sekretaris 11,
Sekretaris 1,
8. Atase Pertahanan.

N o g

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesietlington terdiri dari 7 (tujuh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi sosial budaya sd€datd) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilkzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah unsur Pelaksana dan Penurgabggaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan pbarb Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Wellington paling banyak 17 (tujuh belas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengardan kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN II-84

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WINA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukawina adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal@nasielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Republik Austria merapglepublik Slovenia, United
Nations Industrial Development Organization (UNIDQJan International Atomic
Energy Agency (IAEA).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia diaAdalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaional Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Regulldonesia, dan Badan
Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Aizstmerangkap Republik
Slovenia, United Nations Industrial Development @ngation (UNIDO), dan
International Atomic Energy Agency (IAEA), sesu@ngan kebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargagad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedeandi Wina adalah 3,63 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:tiPq#,00), Ekonomi (4,00),
Sosial Budaya (3,53), dan Konsuler (3,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Austria dan Indeks Palaralsebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik IndardisiVina terdiri dari :
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A. Unsur Pimpinan :
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :

Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris I,

. Sekretaris I,

10. Sekretaris lll;

11. Atase limu Pengetahuan;
12. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

=
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C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pexwakil
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesiih terdiri dari 10 (sepuluh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi politik d&oremi serta 2 (dua) orang Atase
Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bssaublik Indonesia di
Wina paling banyak 26 (dua puluh enam) ordwguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-85

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WINDHOEK

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddk&vindhoek adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oletosang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal®nesielalui Menteri Luar Negeri,

dengan wilayah akreditasi Republik Namibia merapdgRapublik Angola.

1)

(2)

Pasal 2
Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia dindiiek adalah
melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuanglegentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Waidgegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayaledikaisi Republik Namibia
merangkap Republik Angola, sesuai dengan kebijalanerintah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla
Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Iedan di Windhoek adalah 2,00
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beRilitik (2,50), Ekonomi
(2,50), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Republik Namibia dan Indeks Palavakebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indardisivindhoek terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:



235

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris Ill.

Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesvdirtihoek terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi politik dan ekonomi.

1)

@)

Pasal 5

Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala

Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin

penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.

Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik

yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional

Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

1)

(@)

Pasal 8
Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Bdsaublik Indonesia di
Windhoek paling banyak 9 (sembilan) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misietaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-86

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI YANGOON

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkeduddkafangoon adalah Perwakilan
Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin olelosng Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepadal@nesielalui Menteri Luar Negeri,
dengan wilayah akreditasi Uni Myanmar.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonéisangoon adalah melaksanakan
hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentimgaional Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@nedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah akreditasi Uni Myanmar, sesiengan kebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargagad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik tedta di Yangoon adalah 2,60
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beRilitik (2,91), Ekonomi
(2,91), Konsuler (2,77), dan Sosial Budaya (1,82).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Uni Myanmar dan Indeks Perwalskabagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indord@sfangoon terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
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Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,
5. Atase Pertahanan.

W

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonésyamgoon terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Sekretaris | dengan kompetensi politik dan ekonmarta 1 (satu) orang Atase
Pertahanan.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada KeduBsmar Republik Indonesia di
Yangoon paling banyak 12 (dua belas) oraeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengardan kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-87

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATA N
BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA
DI NEW YORK

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Persanikamgsa-Bangsa dan Organisasi
Internasional lainnya di New York adalah Perwakiliplomatik Republik Indonesia
yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa Barkuasa Penuh/Wakil Tetap
Republik Indonesia, yang bertanggung jawab kepadsiden melalui Menteri Luar
Negeri, dengan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangs

Pasal 2

(1) Tugas pokok Perutusan Tetap Republik Indonesia padserikatan Bangsa-Bangsa
dan Organisasi Internasional lainnya di New Yorkalad melindungi dan
memperjuangkan kepentingan nasional Negara Repulidi@nesia di Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya.

(2) Indeks Perwakilan Perutusan Tetap Republik med@ pada Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Mevk adalah 4,68 dengan indeks
masing-masing kegiatan sebagai berikut: PolsosKkadb) dan Ekubang (4,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, ka&giaintensitas dan derajat
kepentingan Indonesia pada Perserikatan BangsasBatign Organisasi Internasional
lainnya di New York sebagaimana tersebut dalam |IPasayat (2), Perutusan Tetap
Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bawgsa Organisasi Internasional
lainnya di New York terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuhi\Vatap RI;
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2. Duta Besar/Wakil Tetap RI.
B. Unsur Pelaksana:
1.
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Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,

10. Sekretaris I,
11. Sekretaris I,
12. Sekretaris Il;
13. Sekretaris Il;
14. Sekretaris llI;
15. Sekretaris llI;
16. Sekretaris lll;
17.Penasehat Militer.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Rlarwak
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pemwakil
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Perutusan Tetap Republik Indopasia Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan Organisasi Internasional lainnya di New Yorkdite dari 16 (enam belas) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digittknpaling tinggi adalaiMinister
Counsellordengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 Jsatang Penasehat
Militer.

(1)

(2)

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitgngan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
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Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunik2aiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Perutusap Regaublik Indonesia pada
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Intena@siainnya di New York
paling banyak 35 (tiga puluh lima) orankecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-88

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATA N
BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA
DI JENEWA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perseanikémgsa-Bangsa dan Organisasi
Internasional lainnya di Jenewa adalah Perwakilgotobhatik Republik Indonesia yang
dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dakugesa Penuh/Wakil Tetap Republik
Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Presidelalun Menteri Luar Negeri,
dengan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Perutusan Tetap Republik Indonesika Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewaahdaldalah melindungi dan
memperjuangkan kepentingan nasional Negara Repliainesia di Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya.

(2) Indeks Perwakilan Perutusan Tetap Republik med@ pada Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya diweredalah 4,83 dengan indeks
masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekubargf)4lan Polsoskam (4,75).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giaintensitas dan derajat
kepentingan Indonesia pada Perserikatan BangsasBatign Organisasi Internasional
lainnya di Jenewa sebagaimana tersebut dalam Pagal (2), Perutusan Tetap Republik
Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan i€agamnternasional lainnya di
Jenewa terdiri dari:
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A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/WakapIRI;
2. Duta Besar/Deputy Wakil Tetap RI I;
3. Duta Besar/Deputy Wakil Tetap RI II.

B. Unsur Pelaksana:
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Counsellor;
Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,

. Sekretaris I,

10. Sekretaris I,

11. Sekretaris I,

12. Sekretaris Il;

13. Sekretaris II;

14. Sekretaris llI;

15. Sekretaris llI;

16. Sekretaris lll;
17.Atase Perdagangan.

© N Ok ODNPRE

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Rlarwak
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Plmyaki
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Perutusan Tetap Republik Indopasia Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewartetdri 16 (enam belas) orang Pejabat
Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik ipgl tinggi adalah Minister
Counsellodengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 Jsatang Atase Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
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yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendalan dan Penata Kerumahanggan
Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunik2alam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Perutusap Regaublik Indonesia pada
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Intenadainnya di Jenewa paling
banyak 36 (tiga puluh enam) orarkgcuali bila memenuhi ketentuan termaksud
dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-89

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI CAPE TOWN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklannludi Cape Town adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Pretoria, dengan wilayah &étjopinsi Northern Cape, Western
Cape, Eastern Cape dan Orange Free State.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesiaCdipe Town adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkgentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja PropinsitNem Cape, Western Cape,
Eastern Cape dan Orange Free State, sesuai deerbgak&n pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagagnberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdohesia di Cape Town adalah 2,50
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai tekEkonomi (3,00), Konsuler
(2,50), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Cape Town dan Indeks Perwakilzagsémana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesi@ajpe Town terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris lll.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndardisCape Town terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendahkan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEn@epublik Indonesia di
Cape Town paling banyak 9 (sembilan) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedautuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-90

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI CHICAGO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklauali Chicago adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldgpala Perwakilan Republik
Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerjgang-negara bagian lllinois,
Michigan, Wisconsin, Indiana, lowa, Kansas, MinnasdMissouri, Nebraska, North
Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangk@enitngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-re¢g@agian lllinois, Michigan,
Wisconsin, Indiana, lowa, Kansas, Minnesota, Misisddebraska, North Dakota,
South Dakota, Kentucky, dan Ohio, sesuai denganjakaim pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagagberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republi#tolresia di Chicago adalah 3,00
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai tekEkonomi (3,50), Konsuler
(3,00), dan Sosial Budaya (2,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Chicago dan Indeks Perwakilanga@ghbana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiatdc&go terdiri dari:
A. Unsur Pimpinan:
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Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris Il;
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndargisChicago terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellodengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahanggan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di
Chicago paling banyak 11 (sebelas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
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termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misetatuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN I1-91

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI DARWIN

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan diraadalah Perwakilan Konsuler
Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kgngng bertanggung jawab kepada
Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Rdpulmdonesia di Canberra, dengan
wilayah kerja Northern Territory of Australia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Darwigalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingsionzd Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja Northern Territory of #tralia, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkamatypan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Republik IndonesiaDdrwin adalah 3,28 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:ab&sidaya (4,17), Ekonomi
(3,45), dan Sosial Budaya (2,22).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Darwin dan Indeks Perwakilan selvama tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Darwirdigrdari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul.
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B. Unsur Pelaksana:
Minister Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,

AR .

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Dansrdiri dari 5 (lima) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digittknpaling tinggi adalah Minister
Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kon®epblik Indonesia di Darwin
paling banyak 12 (dua belas) orakgguali bila memenuhi ketentuan termaksud
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dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengardan kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-92

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI DAVAO CITY

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklamludi Davao City adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Manila, dengan wilayah keneliputi seluruh Mindanao, seluruh
Sulu dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesiaDdivao City adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Medepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja seluruh Mimab, seluruh Sulu dan
Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi, sesuai dengan kehijakpemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagaberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdoimesia di Davao City adalah 2,46
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Ier$asial Budaya (2,82),
Ekonomi (2,68), dan Konsuler (1,89).

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Davao City dan Indeks Perwak#aagaimana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaavdd City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I,
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndarsidDavao City terdiri dari 3 (tiga)

orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah

Sekretaris | dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Davao City paling banyak 9 (sembilan) orakgecuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-93

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI DUBAI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklamdi Dubai adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldgpala Perwakilan Republik
Indonesia di Abu Dhabi, dengan wilayah kerja mdlipwbai, Sharjah, Fujairah, Ras Al
Kaimah dan Um Al Qwain.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesiubai adalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaions Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja meliputi Dubai, Sharj&wjairah, Ras Al Kaimah dan
Um Al Qwain, sesuai dengan kebijakan pemerintalhgyditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republidolresia di Dubai adalah 2,83
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ekbasuler (3,50), Ekonomi
(3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Dubai dan Indeks Perwakilan sehaga tersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubsadiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris lll.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandsiDubai terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat dendepublik Indonesia di
Dubai paling banyak 9 (sembilan) orankgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misietaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-94

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI FRANKFURT

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekiarali Frankfurt adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldgpala Perwakilan Republik
Indonesia di Berlin, dengan wilayah kerja Hes®&rdhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Wirttemberg, Bayern dan Saarland.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Fdankfurt adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Walgegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayahjakétessen, Nordhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wirttemberg, Baydan Saarland, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdiohesia di Frankfurt adalah 3,16
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beffonomi (3,50), Sosial
Budaya (3,00), dan Konsuler (3,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Frankfurt dan Indeks Perwakilaag&mana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiardnkfurt terdiri dari :
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A. Unsur Pimpinan :
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana :
Minister Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris I,
Sekretaris 111

o gk wbdhPE

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pewakil
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indargidrrankfurt terdiri dari 6 (enam)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
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(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Frankfurt paling banyak 14 (empat belas) ordmguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-95

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI GUANGZHOU

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklanludi Guangzhou adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Beijing, dengan wilayah kemeeliputi Propinsi Guangdong,
Fujian, Hainan dan Guang Xi.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Gliangzhou adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Propinsi @@gong, Fujian, Hainan dan
Guang Xi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitgtagkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdohesia di Guangzhou adalah 2,67
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beEkanomi (3,00), Konsuler
(3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Guangzhou dan Indeks Perwakitz@gaenana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia ukzhou terdiri dari:
A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I,
4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indardisbuangzhou terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi dan konsalerldsatu) orang Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagsialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di
Guangzhou paling banyak 11 (sebelas) ordegyali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-96

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HAMBURG

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekiaaali Hamburg adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldgpala Perwakilan Republik
Indonesia di Berlin, dengan wilayah kerja Negargama Bagian Schleswieg, Holstein,
Niedersachen serta kota-kota Hamburg dan Bremen.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia HAmburg adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentngan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Jd&aNegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayahakdlegara-negara Bagian
Schleswieg, Holstein, Niedersachen serta kota-Katmburg dan Bremen, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdiohesia di Hamburg adalah 3,25
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beffonomi (3,50), Sosial
Budaya (3,25), dan Konsuler (3,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Hamburg dan Indeks Perwakilangaghana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaaindurg terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana :
Minister Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris .

ok wbdPE

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pexmakil
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndardisHamburg terdiri dari 5 (lima)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.
Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Hamburg paling banyak 12 (dua belas) orgteguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-97

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HO CHI MINH CITY

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklamwi Ho Chi Minh City adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipmpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Hanoi, dengan wilayah kerjaliputi Ho Chi Minh City dan
daerah sekitarnya.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesi&aiChi Minh City adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenttingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedzepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Ho Chi Midity dan daerah sekitarnya,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapb@mlasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republidolesia di Ho Chi Minh City
adalah 2,51 dengan indeks masing-masing kegiathagae berikut: Ekonomi
(3,00), Sosial Budaya (2,54), dan Konsuler (2,00).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Ho Chi Minh City dan Indeks Penaaksebagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indiangi Ho Chi Minh City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Pkmyaki
2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indardidiio Chi Minh City terdiri dari 3
(tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengatar diplomatik paling tinggi
adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggarn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Ho Chi Minh City paling banyak 9 (sembilan) orarigecuali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-98

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HONG KONG

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekialudi Hong Kong adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipmpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Beijing, dengan wilayah kdtfiang Kong Special Administrative
Region (SAR).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesiaHding Kong adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenttingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Hong Konge@al Administrative
Region (SAR), sesuai dengan kebijakan pemerintaily yhtetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdohresia di Hong Kong adalah 3,44
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai reKkasuler (4,11), Ekonomi
(3,20), dan Sosial budaya (3,00).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Hong Kong dan Indeks Perwakilaagamana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik IndonesiaahdiKong terdiri dari:
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A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

Minister Counsellor ;
Counsellor;

Sekretaris I,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1,

Sekretaris 1ll;

Staf Teknis Imigrasi;

Staf Teknis Keuangan;
Staf Teknis Kejaksaan;
10. Staf Teknis Perindustrian dan Perdagangan;
11. Staf Teknis Tenaga Kerja;
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandsiHong Kong terdiri dari 6
(enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi kamsdbn 5 (lima) orang Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilzaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
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Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat dEndepublik Indonesia di
Hong Kong paling banyak 21 (dua puluh satu) oradgeguali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-99

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HOUSTON

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekianlai Houston adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldepala Perwakilan Republik
Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerjgan@-negara Bagian New Mexico,
Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississipysina, Alabama, Georgia,
Florida, US Virgin Island dan the Commonwealth aERo Rico.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hbuston adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenkngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@epublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di negargana bagian New Mexico,
Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississipisiana, Alabama, Georgia,
Florida, US Virgin Island dan the Commonwealth afeRo Rico, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkestyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republi#tohresia di Houston adalah 3,21
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ieBEkonomi (3,82), Konsuler
(3,00), dan Sosial Budaya (2,83).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Houston dan Indeks Perwakilangagbana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaali$ion terdiri dari:
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A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris Il;
4. Sekretaris IlI.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndardigHouston terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellodengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu ) orang Staf Non Diplakn&alam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganmbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di
Houston paling banyak 11 (sebelas) orakesuali bila memenuhi ketentuan
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termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misetatuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-100

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI JEDDAH

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklanlui Jeddah adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldéepala Perwakilan Republik
Indonesia di Riyadh, dengan wilayah kerja melip@tibernuran-gubernuran Tabuk,
Madinah, Mekkah dan Assier.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesiteddah adalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaione Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@edan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja meliputi Gubernuran-guibean Tabuk, Madinah,
Mekkah dan Assier sesuai dengan kebijakan pemhbrintang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republitohlesia di Jeddah adalah 3,63
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai reKkasuler (4,56), Ekonomi
(3,40), dan Sosial Budaya (2,94).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Jeddah dan Indeks Perwakilan aiefewa tersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddadttri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 11,
Sekretaris 1,
Staf Teknis Tenaga Kerja,
. Staf Teknis Imigrasi;
10.Staf Teknis Perhubungan,;
11.Staf Teknis Urusan Haiji.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indangisdeddah terdiri dari 7 (tujuh)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler4léempat) orang Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunilaiam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.
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Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di

@)

Jeddah paling banyak 21 (dua puluh satu) oreegyali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misietaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-101

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI JOHOR BAHRU

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekiadudi Johor Bahru adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayatja meliputi Malaka, Negeri
Sembilan dan Pahang.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesiaJadinor Bahru adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenttingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Malaka, Ne@e=mbilan dan Pahang,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapb@rmlasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republi#ohresia di Johor Bahru adalah
3,60 dengan indeks masing-masing kegiatan sebag@ub Konsuler (4,10),
Ekonomi (4,00), dan Sosial Budaya (2,70).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Johor Bahru dan Indeks Perwagdbagaimana tersebut dalam Pasal
2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesidotlior Bahru terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 1,

Staf Teknis Imigrasi.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandsiJohor Bahru terdiri dari 5
(lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler denggtar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi kemnsidn 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah unsur Pelaksana dan Penurgabggaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan pbarb Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat dEndepublik Indonesia di
Johor Bahru paling banyak 14 (empat belas) ord&mguali bila memenuhi
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ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-102

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KARACHI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekianduali Karachi adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldéepala Perwakilan Republik
Indonesia di Islamabad, dengan wilayah kerja mélipuopinsi Sind.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Khrachi adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangk@entngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi pingi Sind, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkaatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republilolresia di Karachi adalah 2,50
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai tbeEkanomi (3,00), Konsuler
(2,50), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Karachi dan Indeks Perwakilangsei@na tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia alia¢€hi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris I,
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndargisKarachi terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Karachi paling banyak 11 (sebelas) orakgguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misietaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-103

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KOTA KINABALU

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekialudi Kota Kinabalu adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayatja meliputi Negara Bagian
Sabah.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesiakdia Kinabalu adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenttingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara Badtambah, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdlohesia di Kota Kinabalu adalah
2,84 dengan indeks masing-masing kegiatan sebag@ub Konsuler (3,77),
Ekonomi (2,72), dan Sosial Budaya (2,05).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kota Kinabalu dan Indeks Perwalksl@bagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indiang@i Kota Kinabalu terdiri dari:
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A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
Minister Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,

Staf Teknis Imigrasi.
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C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandisKota Kinabalu terdiri dari 5
(lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler denggtar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi kemngidn 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaian dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
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(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tndepublik Indonesia di
Kota Kinabalu paling banyak 14 (empat belas) ordeeguali bila memenuhi
ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan
Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN II-104

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KUCHING

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklanlali Kuching adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meléepala Perwakilan Republik
Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerjaipugi Negara Bagian Sarawak.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kiiching adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara Ba@arawak, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republidtohesia di Kuching adalah 3,06
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ekkasuler (4,30), Ekonomi
(2,80), dan Sosial Budaya (2,10).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Kota Kinabalu dan Indeks Perwaksl@bagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indianéi Kuching terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris llI;
4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandisKuching terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler Hésatu) orang Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan dan
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Kuching paling banyak 11 (sebelas) orakgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
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(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-105

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI LOS ANGELES

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekiaidudi Los Angeles adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayatja negara-negara bagian
California sebelah selatan, meliputi Counties: Ingde Kern, Los Angeles, Orange,
Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis,s@hi Santa Barbara, Ventura,
Negara-negara Bagian Colorado, Arizona, Nevada, iityg, Utah, Montana, Hawaii,
dan daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah Am&eécikat.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesiaLds Angeles adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkgentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-reepagian California sebelah
selatan, meliputi Counties: Imperial, Kern, Los Ategg, Orange, Riverside, San
Bernardino, San Diego, San Luis, Obispo, Santa &arbvVentura, Negara-negara
Bagian Colorado, Arizona, Nevada, Wyoming, Utah, nkdma, Hawaii, dan
daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah Amerikak&e sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeaamtyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republitolresia di Los Angeles adalah
3,90 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagi@dub Ekonomi (4,00),
Konsuler (3,89), dan Sosial Budaya (3,82).
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BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Los Angeles dan Indeks Perwakdhagaimana tersebut dalam Pasal
2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaodi Angeles terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
Minister Counsellor;
Sekretaris |,
Sekretaris |,
Sekretaris I,
Sekretaris I,

Staf Teknis Imigrasi.

=

SINRE NI

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandsiLos Angeles terdiri dari 5
(lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler denggtar diplomatik paling tinggi
adalahMinister Counsellodengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orangr'statfis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.
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Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non-Diplomafiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengemubahan Indeks Perwakilan
Perwakilan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konseitettetal Republik Indonesia di Los
Angeles maksimum 14 (empat belas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar
Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengamamkebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-106

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MARSEILLES

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklaudi Marseilles adalah

Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipmpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan

Republik Indonesia di Paris, dengan wilayah kergp&tment-department Alpes de
Houte, Provence, Alpes (Houtes), Alpes Maritimesjekhe, Ariege, Eveyron, Bouches-
Du-Rhone, Drome, Gard, Garonne (Houte), Gers, Hieraozere, Pyrenese Atlantique,
Pyrenees (Houtes), Pyrenees Orientales, Tarn, dia@aronne, Var, Vaucluse, Aude,
dan Corse.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Mirseilles adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenttingan nasional
Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Waldegara Republik
Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayahakBxepartment-department
Alpes de Houte, Provence, Alpes (Houtes), Alpesitiiaes, Ardeche, Ariege,
Eveyron, Bouches-Du-Rhone, Drome, Gard, Garonneut@)p Gers, Herault,
Lozere, Pyrenese Atlantique, Pyrenees (Houteskriégs Orientales, Tarn, Tarn-
et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse, satrjan kebijakan pemerintah
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundargpgad yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdolresia di Marseilles adalah 2,96
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ieBEkonomi (3,40), Konsuler
(3,00), dan Sosial Budaya (2,50).
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BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Marseilles dan Indeks Perwakgdagaimana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia drddilles terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana :
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris Il.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandisMarseilles terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
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Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Marseilles paling banyak 9 (sembilan) orakgeuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan keloumoisi Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-107

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MELBOURNE

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekidudi Melbourne adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayahakengliputi negara-negara bagian
Victoria dan Tasmania.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Milbourne adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@eaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi ax@gnegara bagian Victoria
dan Tasmania, sesuai dengan kebijakan pemeriay gitetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdolmesia di Melbourne adalah 3,20
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ber$asial Budaya (4,06),
Ekonomi (3,00), dan Konsuler (2,55).

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Melbourne dan Indeks Perwakilbagsemana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia diddurne terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris lll.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandsiMelbourne terdiri dari 4
(empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sbosidhya.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kongeladleral Republik Indonesia di
Melbourne paling banyak 11 (sebelas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengardan kebutuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-108

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MUMBAI

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklaidai Mumbai adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldéepala Perwakilan Republik
Indonesia di New Delhi, dengan wilayah kerja mdiipiegara-negara bagian Mahasthra,
Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala, @aa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Mumbai adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentkngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Blegnegara bagian
Mahasthra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Praddéirala, dan Goa, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkkasgeraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republitolresia di Mumbai adalah 2,65
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befkonomi (3,08), Sosial
Budaya (2,53), dan Konsuler (2,34).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&agiantensitas, dan derajat hubungan
Indonesia dengan Mumbai dan Indeks Perwakilan seamga tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia dimai terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris I,
4. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndardisMumbai terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEn@epublik Indonesia di
Mumbai paling banyak 11 (sebelas) orakgcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedautuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-109

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI NEW YORK

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekimdudi New York adalah

Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan

Republik Indonesia di Washington DC dengan wilayatja negara-negara bagian
Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachasdéew Hampshire, New Jersey,
New York, North Carolina, South Carolina, Pennsglaa Rhode Island, Vermont,
Virginia, dan West Virginia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Ngiw York adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenkngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@epublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-reedaagian Connecticut,
Delaware, Maryland, Maine, Massachussets, New HamgsNew Jersey, New
York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvanihode Island, Vermont,
Virginia, dan West Virginia, sesuai dengan kebijakemerintah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Repubidiohesia di New York adalah 4,06
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai tbeEkanomi (4,50), Konsuler
(4,20), dan Konsuler (3,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan New York dan Indeks Perwakilaag&iimana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia@vN ork terdiri dari:
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A. Unsur Pimpinan:

Konsul Jenderal.

Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor;
2. Minister Counsellor;
3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;

5. Sekretaris I,

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndardidNew York terdiri dari 5 (lima)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellodengan kompetensi ekonomi.

1)

@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.
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Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat ddn@epublik Indonesia di
New York paling banyak 12 (dua belas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan migietautuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN II-110

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI NOUMEA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekiaalali Noumea adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Nedengan wilayah kerja New
Caledonia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Mbumea adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedgepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja New Caledpsesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturaongeng-undangan yang
berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republi#folresia di Noumea adalah 2,02
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai befdonomi (2,45), Sosial
Budaya (2,17), dan Konsuler (1,44).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan New Caledonia dan Indeks Perakidagaimana tersebut dalam
Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik led@di Noumea terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris Il;
2. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandgisNoumea terdiri dari 2 (dua)

orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah

Sekretaris 1l dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasiéterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam meaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di
Noumea paling banyak 8 (delapan) orakggcuali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-111

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI OSAKA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekianudi Osaka adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldéepala Perwakilan Republik

Indonesia di Tokyo, dengan wilayah kerja melipuiecah Kansai dan bagian barat
Jepang, kecuali Kyushu.

1)

(2)

Pasal 2
Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesi@siika adalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaionad Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja meliputi daerah Kansa thagian barat Jepang, kecuali
Kyushu, sesuai dengan kebijakan pemerintah yangtagitan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republidolresia di Osaka adalah 3,58
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai Ibeffonomi (4,29), Sosial
Budaya (3,96), dan Konsuler (2,50).

BAB Il

SUSUNAN PERWAKILAN

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Osaka dan Indeks Perwakilan sefega tersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osgdaliri dari:
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A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,
Sekretaris 111

o gk wbdhPE

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndangisiOsaka terdiri dari 6 (enam)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaian dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.
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Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat dEndepublik Indonesia di

(2)

Osaka paling banyak 14 (empat belas) ordmguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misietautuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-112

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI PANAMA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekianuli Panama adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negngan wilayah kerja
Republik Panama.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia Riinama adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpentingan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedrepublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi RepuBlanama, sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkeatyran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republitolresia di Panama adalah 2,72
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai ieBEkonomi (3,25), Konsuler
(3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Panama dan Indeks Perwakilan aetmatn tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik IndonesiBatiama terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris Ill.

C. Unsur Penunjang:
1.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2.Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndangdisPanama terdiri dari 3 (tiga)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Counsellodengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdiklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat d@ndepublik Indonesia di
Panama paling banyak 9 (sembilan) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misetaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-113

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI PENANG

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekimdwi Penang adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meléepala Perwakilan Republik
Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerjaipugi Negara-negara Bagian Kedah,
Perlis dan Pulau Penang.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesRetiang adalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaionad Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negaegiBn Kedah, Perlis dan Pulau
Penang, sesuai dengan kebijakan pemerintah yagtgukian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republi#tohesia di Penang adalah 2,91
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai eKansuler (3,44), Sosial
Budaya (3,20), dan Ekonomi (2,11).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Penang dan Indeks Perwakilan @efmtp tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaetid?g terdiri dari:
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A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris 11,

Staf Teknis Imigrasi.

o~ wbdeE

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndangisPenang terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (safung Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendahkan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEndepublik Indonesia di
Penang paling banyak 12 (dua belas) ordmguali bila memenuhi ketentuan
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termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-114

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI PERTH

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan dthPadalah Perwakilan Konsuler
Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kgngang bertanggung jawab kepada
Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Rdpulmdonesia di Canberra, dengan
wilayah kerja meliputi Australia Barat, Kepulauaod@s dan Pulau Christmas.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Perthlatd melaksanakan hubungan
konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasiongafdeRepublik Indonesia,
melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dadaBaHukum Indonesia di
wilayah kerja meliputi Australia Barat, KepulauamdBs dan Pulau Christmas,
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapbkardasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republidohesia di Perth adalah 3,12
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai reKkasuler (3,70), Ekonomi
(3,34), dan Sosial Budaya (2,33).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Perth dan Indeks Perwakilan sebaga tersebut dalam Pasal 2 ayat
(2), Konsulat Republik Indonesia di Perth terdairi:
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A. Unsur Pimpinan:
Konsul.

B. Unsur Pelaksana:
Minister Counsellor;
Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris I,
Sekretaris 111

o~ wbdeE

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia dinRerdiri dari 5 (lima) orang Pejabat
Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik ipgl tinggi adalah Minister
Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Rkpbigonesia di Perth
paling banyak 12 (dua belas) orakgguali bila memenuhi ketentuan termaksud
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dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 11-115

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI SAN FRANCISCO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklnludi San Francisco adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipmpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayana Negara-negara bagian
Alaska, California Utara, Oregon, Washington St&d@ho, meliputi: Conties Almeda,
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contrast&, Del Norte, Eldorado, Fresno,
Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelassen, Maderaari, Maripossa, Mendocino,
Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Placer, Plyngsramento, San Benito, San
Francisco, Nevada, San Joaquin, San Mateo, Saata,Cbanta Cruz, Shasta, Sierra,
Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Teh@&nmaty, Tulare, Toulumne, Yolo
dan Yuba, Negara Bagian Oregon, Washington, ddmlda

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesiaSdn Francisco adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkpenkngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Ned@epublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara-reedpagian Alaska, California
Utara, Oregon, Washington State, Idaho, meliputanti@s Almeda, Alpine,
Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra, Costd, N@ete, Eldorado, Fresno,
Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelassen, Maderayihl Maripossa, Mendocino,
Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Placer, PlyrSasramento, San Benito,
San Francisco, Nevada, San Joaquin, San Mateaa Sdata, Santa Cruz, Shasta,
Sierra, Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, S$ufieglhama, Trinity, Tulare,
Toulumne, Yolo dan Yuba, Negara Bagian Oregon, \Wigstn, dan Idaho, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republitolesia di San Fransisco adalah
3,42 dengan indeks masing-masing kegiatan sebag@dub Ekonomi (3,75),
Konsuler (3,50), dan Sosial Budaya (3,00).
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BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan San Fransisco dan Indeks Perwagdbagaimana tersebut dalam

Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indianéi San Fransisco terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris 111

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik
Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandisiSan Fransisco terdiri dari 4

(empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalahMinister Counsellodengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah

Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang

menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala

Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan

Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.
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Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang pada sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali @esiengan perubahan Indeks
Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di
San Francisco paling banyak 11 (sebelas) ofeatgiali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan migietatuhan Perwakilan.
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LAMPIRAN II-116

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI SONGHKLA

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan dngBkla adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul, yang bertanggung
jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui KepalawRé&ilan Republik Indonesia di
Bangkok, dengan wilayah kerja meliputi Krabi, ChumpTrang, Nakhon-Si Thamarat,
Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthaluhgké&, Ranong, Songkhla, Satun, dan
Surat Thani.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Songhattalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaionzd Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja meliputi Krabi, Chumpdmang, Nakhon-Si Thamarat,
Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalungjk&, Ranong, Songkhla,
Satun, dan Surat Thani, sesuai dengan kebijakarenp@ah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yanduerla

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdiohesia di Songkhla adalah 2,79
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai reKkasuler (3,06), Ekonomi
(2,66), dan Sosial Budaya (2,66).

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Songkhla dan Indeks Perwakilaags@inana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Songkteediri dari:
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Unsur Pimpinan:
Konsul.

Unsur Pelaksana:

1.

Counsellor;

2. Sekretaris II;
3.
4. Staf Teknis Imigrasi.

Sekretaris IlI;

Unsur Penunjang:

1
2

. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Bdlagterdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthn paling tinggi adalah
Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (safung Staf Teknis.

1)

(@)

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan

Pasal 5
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitengan ijin Menteri Luar
Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau

Pasal 7

kebutuhan.

Pasal 8
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(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Rkdodonesia di Songhkla
paling banyak 11 (sebelas) orarkgcuali bila memenuhi ketentuan termaksud
dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN I11-117

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI SYDNEY

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkeklanluli Sydney adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldepala Perwakilan Republik
Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja melipNggara-negara bagian New South
Wales, South Australia dan Queensland.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonestydiney adalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaionzd Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Ind@yedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negaagian New South Wales, South
Australia dan Queensland, sesuai dengan kebijakamepntah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republitolresia di Sydney adalah 4,09
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai lrei8asial Budaya (4,29),
Ekonomi (4,21), dan Konsuler (3,77).

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Sydney dan Indeks Perwakilan agbaga tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaydirey terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:

1. Minister Counsellor ;
Minister Counsellor;
Minister Counsellor;
Sekretaris I,
Sekretaris 1,
Sekretaris 1,

7. Staf Teknis Imigrasi.

o gk wnN

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandisSydney terdiri dari 6 (enam)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gediplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budayal (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opermsidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh peabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di
Sydney paling banyak 15 (lima belas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
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termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-118

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI TORONTO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekialali Toronto adalah Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh segr Konsul Jenderal, yang
bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri meldgpala Perwakilan Republik
Indonesia di Ottawa, dengan wilayah kerja negagaraebagian Ontario, Manitoba dan
Saskatchewan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik IndonesiBodonto adalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaions Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja di negara-negara bag@ntario, Manitoba dan
Saskatchewan, sesuai dengan kebijakan pemerintadp gietapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republidomesia di Toronto adalah 3,19
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berfléconomi (4,09), Sosial
Budaya (3,00), dan Konsuler (2,50).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Toronto dan Indeks Perwakilangsgimana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaatonto terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Sekretaris I,
3. Sekretaris Il;
4. Sekretaris lll.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indandisi oronto terdiri dari 4 (empat)
orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan geéiplomatik paling tinggi adalah
Minister Counsellodengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggaian administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tEn@epublik Indonesia di
Toronto paling banyak 11 (sebelas) orakeguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN [I-119

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI VANCOUVER

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkekimludi Vancouver adalah
Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpleh seorang Konsul Jenderal,
yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negezlaln Kepala Perwakilan
Republik Indonesia di Ottawa, dengan wilayah keBdtish Columbia, Alberta Yukon
Territory, dan North Western Territory.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia incouver adalah
melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangk@enitngan nasional
Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Nedeaublik Indonesia, dan
Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di Britislol@nbia, Alberta Yukon
Territory, dan North Western Territory, sesuai dandebijakan pemerintah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagaberlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republdoimesia di Vancouver adalah 3,15
dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai beEkanomi (3,50), Konsuler
(3,00), dan Sosial Budaya (2,95).

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Vancouver dan Indeks Perwakilaagsemana tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesiaah&buver terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris I,
4. Sekretaris IlI;

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik IndandsiVancouver terdiri dari 4
(empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengglar diplomatik paling tinggi
adalahCounsellordengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelptodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinasialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggain administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaman dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dempganbahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat tendepublik Indonesia di
Vancouver paling banyak 11 (sebelas) oraweguali bila memenuhi ketentuan
termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misietaituhan Perwakilan.
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LAMPIRAN 1I-120

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/V1/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI VANIMO

BAB |
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1
Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan diiva adalah Perwakilan Konsuler
Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kgngng bertanggung jawab kepada
Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Rdpulindonesia di Papua Nugini,
dengan wilayah kerja meliputi Sundaun Province\Wastern Province.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Vanimdalah melaksanakan
hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingaionzd Negara Republik
Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indamedan Badan Hukum
Indonesia di wilayah kerja meliputi Sundaun Proeidan Western Province, sesuai
dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkiasgperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Republik Indonesiavdnimo adalah 2,31 dengan
indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:abd&idaya (2,94), Konsuler
(2,94), dan Ekonomi (1,05).

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, k&giantensitas dan derajat hubungan
Indonesia dengan Vanimo dan Indeks Perwakilan seéinaga tersebut dalam Pasal 2
ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Vanimadie dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul.
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B. Unsur Pelaksana:
1. Sekretaris I;
2. Sekretaris Il;
3. Sekretaris Il

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Manterdiri dari 3 (tiga) orang
Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar digitthknpaling tinggi adalah Sekretaris
| dengan kompetensi sosial budaya dan konsuler.

Pasal 5
(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelplodhatik paling tinggi di bawah
Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Opersidterwakilan yang
menjalankan fungsi koordinagialam pelaksanan tugas perwakilan. Kepala
Operasional  Perwakilan membantu  Kepala Perwakilan  memimpin
penyelenggamn administrasserta kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalamkeadaan tertentu, Kepala Operasional Perwakitiengan ijin Menteri Luar

Negeri dapat dijabat oleh pegabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik
yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional
Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konswylenior yang

ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6
Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendakan dan Penata Kerumahtanggaan
Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomdbklam melaksanakan tugasnya,
Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7
Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur ifang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai depgambahan Indeks Perwakilan atau
kebutuhan.

Pasal 8
(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Rkpualdonesia di Vanimo
paling banyak 9 (sembilan) orankgcuali bila memenuhi ketentuan termaksud
dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SK. 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 ini.
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misiedaituhan Perwakilan.



